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Menimbang: a.

BT'PATI TORA"IA UTARA
PROVINSI ST'LAUIISI SELATAil

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2O2L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA*IA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
undang-undang Nomor 2g Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana tetah diubah dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 2o rahun 2ol4 tentang
Pemerintatran Daerah, Bupati w4iib meng4iukan peraturan
Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukunglya Kepada Dewan penvakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan
merupakan perwqiudan dari Rencana Kerja pemerintah
Daeratr Tahun 2a2l yang dirjabarkan ke dalam kebirjakan
umum APBD serta Prioritas dan ptafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Kabupaten Tora.ja Utara Tahun Anggaran 2A21.

b.

c.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1g8S tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat 1

BUPATITORAJAUTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TORAJA UTARA, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen 
pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam kebijakan 
umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah 
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana terah diubah
dengan undang-undang Nomor 12 Tatrun Lgg4 tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun rggs
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Lgg4 Nomor 62, Tambatran
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. undang-undang Nomor 2r rahun rggr tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lggr Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana teratr diubah d.engan
undang-undang Nomor 20 rahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kmbara,
Negara Republik Indonesia Tahun 20oo Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 3988);

3. undang-undang Nomor 2g Tahun lggg tenta,g
Penyelenggara Negara yang Bersih da, Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubtik Ind.onesia
Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Bg6 U sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2oo2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zao2 Nomor l3z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a250l;

4. undang-undang Nomor 17 Tahun 2ao3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tawrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2661;

5- undang-undang Nomor I Tahun 2oa4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3S5);

6- undang-undang Nomor ls Tahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Iembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OOl;

7 - undang-undang Nomor zs rahun 2ao4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4266); 

5. Undang-Undang 
Perbendaharaan 

Nomor 
Negara 

1 Tahun 2004 
(Lembaran Negara 

ten tang 
Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2004 Nomor 126, Tanbakan Icmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi

Selatan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874);

lo.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

ll.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentng Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Irembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan [.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentng Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6la\

15. Peraturan Pemerintah Nomor T l rahun 2olo tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tasrbahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daeratr (kmbaran Negara Republik Ind.onesia
Tahun 2Al1 Nomor 59, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor S2l9l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olr tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2olr tentang Hak
Keuangan Dan Administrasi pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol7 Nomor lo6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2olgr tentang
standar Pelayanan Minimal (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178l;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2alg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zotL
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLL Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2oll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosiar
Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zAfi
Nomor 450) sebagaimana telah diubatr beberapa kali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20187 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 



terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiat
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 15);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran ?OZL (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888 );

24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah l(abupaten Toraja Utaxa
Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Iembaran Daerah
Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 6
Tahun 2O2O tentang Pembentukan dan Susunan Perangftat
Daeratr (Lembaran Daerah l(abupaten Toraja Utara
Tahun 2O2O Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utsra Nomor 116).

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH

KABUPATEN TORA"IA UTARA
dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

ANGGARAN

KABUPATEN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Arrggaran 2O2O berjumlah sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp1.152.600.576.LL4,AA

b. Belanja Daerah Rp1.152.350.576.1 14.00

Surplus / (Defisit) Rp250.OOO.00O,O0

Menetapkan 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 15); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888 ); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 116). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TORAJA UTARA 
dan 

BUPATI TORAJA UTARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 berjumlah sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah Rpl.152.600.576.114,00 

b. Belanja Daerah 
Surplus / (Defisit) 

Rpl.152.350.576.114,00 
Rp250.000.000,00 



b. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

Rp3.5O0.0OO.O0O,OO

RpO,0O

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp89.650.900.000;

b. Pendapatan Transfer sejumtah Rp97 5.421.058. 1 14,O0;

dan

c. I"ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp87.528.618.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp36.585.549.100,O0;

b. Retribusi Daeratr sejumlah Rp22. 59O.45O.9OO,OO;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp5.000.000.000,00; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp25.47 4.9OO.OOO,O0

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagr Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp13.593.359.000,00;

b. Dana Alokasi Umum sejumlatr

RpS 1 a.690.284.000,00;

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

Rp 1 05.3 L7 .454.OO0,00;

d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp136.239.743.OAO,0O;

dan

e. Dana Insentif Daerah sejumlah RpO,OO

Rp3.750.0OO.OO0.OO

Rp(250.OOO.OOO,OO)

b. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan Pembiayaan 

Dae rah 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah 
Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

Rp3.500.000.000,00 

Rp3.750.000.000,00 
Rp(250.000.000,00) 

Rp0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

Rp89.650.900.000; 

b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp975.421.058. l 14,00; 

dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 

Rp87.528.618.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp36.585.549.100,00; 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp22.590.450.900,00; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan sejumlah RpS.000.000.000,00; dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

sejumlah Rp25.474.900.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah 

Rp 13.593.359 .000,00; 

b. Dana Alokasi Um um sejumlah 

Rp514.690.284.000,00; 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

RplOS.317.454.000,00; 

d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp136.239.743.000,00; 

dan 

e. Dana lnsentif Daerah sejumlah Rp0,00 



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (U huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Pendapatan Hibah sejumrah Rp.42.o97.0o0.o00,00
b- Dana Bagr Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah

Daerah lainnya Rp37.52O.OgZ. t 14,OO;

c. Bantuan Keuanga, dari provinsi atau pemerintatr

Daerah Lainnya Rp6 1 .040. S3Z.OOO,00;

d. Pendapatan I-ainnya Rp45.43 1.6 1 g.OO0,OO; dan
e. Dana Itupitasi JKN Rpt4. 1S0.9OO.O0O,0O

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaima,a dimaksud dalam pasal I
huruf b terdiri dari:
a. Belanja Operasi sejumlah Rp659.922.511 431,OO
b. Belanja Modal W292.729.2S0.683,00
c. Belanja Tidak Terduga Rpg.g99.400.000,00
d. Belanja Transfer Rp190.750.4 14.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan Daerah sejumlah

Rp3.500.000.000,00; dan
b. Pengeluaran pembiayaan Daerah sejumlah

Rp3.750.000.00O,00.
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Sisa Lebih perhitungan Anggaran ?atrun
Sebelumnya (SILPA) Rp3. 5OO.0OO. 000,00;

b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.O,OO;
c. Hasil penjualan Kekayaan Daeratr yang dipisahkan

sejumlah Rp0,00;

d- Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah
Pusat sejumlah Rp0,0O;

e- Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah
RpO,0O;

f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,0O; dan
g. Kegiatan Lanjutan RpO,O0

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp.42.097.000.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah lainnya Rp37.520.087.114,00; 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya Rp61.040.537.000,00; 
d. Pendapatan Lainnya Rp45.431.618.000,00; dan 

e. Dana Kapitasi JKN Rp14.150.900.000,00 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf b terdiri dari: 
a. Belanja Operasi sejumlah Rp659.972.51 l.431,00 
b. Belanja Modal Rp292.728.250.683,00 
c. Belanja Tidak Terduga RpS.899.400.000,00 
d. Belanja Transfer Rp190.750.414.000,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf c terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah 

Rp3.500.000.000,00; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan Dae rah sejumlah 

Rp3. 7 50. 000. 000, 00. 
(2) Penerimaan Pembiayaan 

dimaksud pada ayat (1) 
Daerah sebagaimana 

huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SILPA) Rp3.500.000.000,00; 
b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00; 
c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sejumlah Rp0,00; 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 

Pusat sejumlah Rp0,00; 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 

Rp0,00; 
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan 
g. Kegiatan Lanjutan Rp0,00 



(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (U huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,OO;

b. Penyertaan Modal (Investasi| Pemerintah Daeratr

sqiumlah Rp3.750.000.000,00;

c. Pembayaran Utang Pemda ke PDAM sejumlatr
RpO,O0;

d. Penyetoran Kembali RpO,OO;

e. Pemberian Piqiaman Daerah sqiumlah RpO,OO; dan
f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. I"ampiran II Ringfuasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintatran Daerah, Organisasi

Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belar{a menurut Urusan
Pemerintatran Daeralr, Organisasi,

' Frogram dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daeratr untuk
Keselarasan dan Ketelpaduan Urusan
Pemerintatran Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belar{a Untuk
Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD

dengan APBD;

8. Iampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS

dengan Peraturan Daerah Tentang

APBD;

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00; 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

sejumlah Rp3. 750.000.000,00; 
c. Pembayaran Utang Pemda ke PDAM sejumlah 

Rp0,00; 
d. Penyetoran Kembali Rp0,00; 
e. Pemberian Pinjaman Daerah seiumlah Rp0,00; dan 
f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 
Ringkasan APBD menurut Urusan 3. Lampiran III 
Pemerintahan 
Pendapatan, 

Daerah, Organisasi 
Belanja dan 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja Untuk 
Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD 
dengan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan 
Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS 
dengan Peraturan Daerah Tentang 
APBD; 



10. I^e$piren X

11. Lampimn XI Daftar

Daftar Ferkiraan Penambahen dan
Pengurangan Aset Lainnya;

12. Iampiran )ff
13. tqlnpirarr )ilII

Daftar Dana Cadangan
Daftar Pinjaman
Daerah.

Pesel 6

Bupati menetapkan Feraturan Bupati
Angaran Purdapatan dan Belanja
lendesan operasional pelaksanaarr APBD.

Pasel 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
diundangkan.

AgEr setiap orang mengetatruinya,
pengundangan Peratumn Da€ratt
penempatannya dqlem Lembaran
Toraja Utara.

DiEtapkan di
pAda tnngEral 30

TORAIA

Tahun
Anggaran sebelumnya 

'yang 
belum

dieeleseiken dan diangarkan kernbeli
dalam Tahun Anggaran :lni;

darr
dan Obligaei

Penjabaran

sebagai

tanggal

dengan
Ikbupaten

20ro

)t

4A ts.}

Diundanikan di Rantepao
pada tanggal ?o D&ntrr Zrb

DAERAH

NOMOR 10

PROVINSI

,i,
:
r'l

1

i:

. :.,1

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. La.mpiran XII 
13. La.mpiran XIII 

Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun 
Anggaran sebelumnya yang belum 
diseleaaikan dan diangprkan kembali 
dalam Tahun Anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daera)t. dan Obligasi 
Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentaag Penjabaran 
Anggaran Pendapat.an clan Belanja D�rah seba.gai 

.;; 
landasan operasional pelaksanaan APBD. i 

Pasal 7 

Peraturan Daerah 
diundangkan. 

ini mulai berlaku :i,ada tanggal 
i 
f 

Agar setiap orang mengetahuinya, n(emerintahkan 
-� 

pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan 
I 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara. 

Diundangkan di Rantepao 
pada tanggal io Oumw �'lo 

S SDAERAH 

E 

Ditetapkan di Rantepao 
pada tanggal 30 Orf'M• .202.o 
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